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Adanya penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa 

dasar hukum yang dapat menjerat pelaku yang menolak jenazah.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai 

tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular 

Covid-19, bagaimanapertanggungjawaban pidana menghalangi penanganan jenazah 

akibat wabah penyakit Covid-19, bagaimana penjatuhan sanksi kumulatif pidana dan 

denda ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam Putusan No. 59/Pid.B/2020/PN Bms 

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasaran pada 

undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa 

yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana menghalangi 

penanganan jenazah akibat wabah penyakit Covid-19 diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular perbuatan terdakwa dapat 

dijerat Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan.Pertanggungjawaban pidana menghalangi penanganan jenazah akibat 

wabah penyakit Covid-19 dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. 

Berdasarkan hal tersebut, para pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus 

konfirmasi Covid-19 dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari 

dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi pidana dan denda dalam Putusan 

Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan 

masyarakat luas dimasa penanganan Pandemi Covid-19 dan pada diri terdakwa tidak 

ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana 

baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. 

KATA KUNCI 

Pertimbangan Hakim, Pidana Kumulatif, 

Wabah. 

KORESPONDENSI 

Phone: - 

E-mail: threeonegulo31@gmail.com 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Virus Corona telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini 

pun bertambah tetapi ironisnya di beberapa daerah terdapat kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap 

jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang 

berasal dari jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. 

Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui protokol kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat. 
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THREE ONE GULO / RECHTSNORMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUKUM - VOL. 1 NO. 2 (2023) EDISI FEBRUARI ISSN 2962-1739 (ONLINE) 

 

Three One Gulo  https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v1i2.164 78 

Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi 

penyebab penolakan.1 

Adanya penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa dasar hukum yang dapat menjerat 

pelaku yang menolak jenazah seperti Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah 

Penyakit Menular menyebutkan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah penanganan jenazah akibat wabah 

sehingga jelas bahwa ketentuan penanganan tersebut diatur di dalam undang-undang. Setiap upaya yang menghalangi 

penanganan tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yang berbunyi: 

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-

tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau 

denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) adalah pelanggaran. 

 

KUHP juga mengatur lebih lanjut terkait penolakan pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP 

yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan 

mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda 

paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.” 

 

Dilihat dari segi ancaman hukumannya mungkin pasal ini terbilang ringan, meskipun demikian legalitas pasal ini adalah 

delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu. 

Ancaman pidana ini ditujukan kepada barang siapa atau siapapun. Bagian inti deliknya adalah sengaja, merintangi atau 

menghalang-halangi dan jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. 2 

 

Menurut R. Soesilo bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintangi’, artinya menghalang-halangi, 

sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (verhideren). Menyusahkan artinya mengganggu, sehingga 

meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (belemmeren). Selain itu pembawaan 

mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat 

secara gelap.3 

 

Upaya tegas lain terhadap pelaku penolak pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 apabila adanya perlawanan yang 

dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu mengawasi proses pemakaman, dan dapat 

dijerat sesuai dengan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP.  Berdasarkan hal tersebut, maka bagi yang melakukan penolakan 

jenazah akibat Covid-19 dan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka 

berdasarkan Pasal 212 dan 214 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku selain dari hukuman menolak jenazahnya (Pasal 

178 KUHP), ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambahkan ancaman pidananya maksimal tujuh 

tahun penjara.4 

 

Mulyadi berpendapat bahwa sistem perumusan kumulatif dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, 

sedangkan sistem kumulatif alternatif gabungan atau campuran yang disebut juga dengan sistem kumulatif tidak murni 

dikenal dalam perumusan di luar KUHP yang berupa ancaman pidana penjara dan atau pidana denda.5 

 
1 Maula Sari, “Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia”, Jurnal Studi al-Qur’an Hadis 

All right reserved, Vol. 1 Nomor 3 Tahun 2020, h.62 
2  Bambang Poerrnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 2016, 

h.1 
3  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 2014, h.149-150. 
4  Fitria Dewi Navisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas 

Penolakan Pemakaman”, Jurnal Yurispruden, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, h. 140. 
5  Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan, Mandar Maju, Bandung, 

2017, h. 300. 
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Ketentuan sanksi pidana kumulatif yang demikian ini memang disatu pihak sangat memberatkan pelakunya tetapi dilain 

pihak dimaksudkan untuk menekan kuantitas kejahatan. Seorang pelaku disamping dihukum pidana penjara dapat pula 

sekaligus dihukum pidana denda yang jumlahnya dapat mencapai milyaran rupiah. Terlebih bagi kejahatan-kejahatan di 

luar KUHP yang dari segi akibatnya sangat membahayakan bangsa dan negara. Sejumlah kejahatan antara lain seperti di 

bidang korupsi, penyelundupan, perbankan, pajak, asuransi narkotika6 termasuk menghalangi penanggulangan wabah 

penyakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit 

menular Covid-19? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana menghalangi penanganan jenazah akibat wabah penyakit Covid-19? 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit Menular covid-19 

 

Tindak Pidana Menghalangi Penanganan Jenazah 

Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindari dari kejahatan. Oleh karena itu kata pidana 

meerupakan istilah yang lebih khusus yang memiliki cirri-ciri tertentu antara lain: 

1. Merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban. 

2. Merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju. 

3. Merupakan perbuatan yang nyata atau dituju oleh pelaku. 

4. Merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan dan bukan semata-mata merupakan konsekuensi alami atas 

suatu perbuatan. 

5. Merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran aturan yang telah 

ditentukan.7 

 

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum 

pidana formil.8 Hukum pidana materiil (substantive criminal-law) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk 

menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 

dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau 

disebut perbuatan pidana (criminal act) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan 

pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability atau criminal responsibility). Sedangkan hukum pidana formil atau 

hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum  pidana 

materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini 

dinamakan juga Hukum Acara Pidana.9 

 

Moeljatno, menyebutkan: 

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam 

dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-

syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana 

tersebut. 10 

 

 

 
6  PAF. Lamintang, Op. Cit, h.62 
7 Nelvetia Purba dan Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana 

Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.51 
8 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang, 2009, h.14. 
9 C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil, Op. Cit, h. 264. 
10 Moeljatno, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.8. 
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Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu: 

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan 

perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu 

(disebut tindak pidana); 

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan 

pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan 

3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara 

melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.11 

 

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana 

yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pda kehidupan 

nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian 

hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam 

kalimat-kalimat itu.12 

 

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum 

pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. 

Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada 

memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak 

pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari 

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada 

pada pelanggaran. 

 

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Menghalangi Penanganan Jenazah 

 

Menurut KUHP 

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh World Health Organization 

(WHO), jumlah infeksi Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 126.000. Virus Corona telah menginfeksi 

belasan ribu orang di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun kian bertambah. Ironisnya, 

di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 

yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang berasal dari jenazah tersebut 

kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah 

tersebut sudah melalui Protokol Kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan 

pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab penolakan. Jenazah yang 

ditolak, mulai dari jenazah masyarakat umum sampai tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19. 

 

Akibat banyaknya warga meninggal akibat Covid-19 banyak terjadi penolakan penguburan jenzah korban covid-19. 

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perintangan penguburan Jenazah Covid-19 adalah: 

1. Ada stigma yang berkembang terhadap penderita Covid-19 atau bahkan mereka yang berada di garis depan 

menangani pasien virus corona. Alasannya, khawatir menjadi sumber penyebaran virus corona. Hal ini pula yang 

menjadi faktor dari merintangi penguburan jenazah. 

2. Penolakan karena kurangnya sosialisasi dan kepercayaan masyarakat yang tidak rasional. Penolakan pemakaman 

jenazah COVID-19 yang terjadi di tengah masyarakat memang sangat disesali. Peristiwa ini terjadi bukan tanpa 

sebab. Menurut dia, akar masalah ini salah satunya bersumber dari sosialisasi yang tidak menjangkau hingga ke 

level bawah masyarakat. Akar masalahnya bisa jadi memang sosialisasi yang kurang intens di level bawah, tapi 

yang jadi persoalan, masyarakat sudah punya belief yang kadang tidak rasional. 

3. Penolakan jenazah lebih kepada perilaku kolektif, ada orang-orang yang menjadi provokator, penolakan jenazah 

lebih kepada perilaku kolektif, tentu akan ada orang-orang yang menjadi provokator untuk menggerakkan dan 

memengaruhi masyarakat agar tidak rasional. Sikap masyarakat Indonesia yang seperti ini, kata Ida, 

mencerminkan bahwa daya kritis masyarakat masih rendah. Kisah diskriminatif seperi ini pun bukan kali pertama 

terjadi. Ida mengingatkan bagaimana dulu pasien pengidap HIV/AIDs juga mengalami perlakuan yang sama, 

 
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2017, h.2. 
12 Ibid, h.3. 
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bahkan oleh tenaga medis. Sementara kini, masih banyak anggota masyarakat yang juga kurang paham, tidak mau 

paham bahwa sehatnya tenaga medis merupakan isu mendasar bagi kita semua. Dalam masyarakat Indonesia yang 

berkultur reaktif, berkembang anggapan jika tidak mengalaminya sendiri tidak akan percaya atau belum yakin. 

4. Hoax soal Virus Covid-19 yang merajalela di media sosial, masyarakat Indonesia mudah dirangsang dengan info-

info yang kurang tepat, sehingga membat panik warga sekitar yang berdampak merintangi penguburan jenazah 

Covid-19. Selama masa pandemik virus corona ini saja, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mencatat 

lebih dari 1.096 hoaks muncul terkait virus corona. Angka ini membuktikan bahwa hoaks soal COVID-19 masih 

laris manis. “Hingga saat ini sudah ada total 1.096 isu hoaks terkait COVID-19 yang tersebar di platform Facebook, 

Instagram, Twitter, dan YouTube.13 

 

KUHP mengatur terkait penolakan pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang berbunyi: 

“Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan 

yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 

satu juta delapan ratus ribu rupiah.” 

 

Upaya tegas lain terhadap pelaku penolak pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 apabila adanya perlawanan yang 

dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu mengawasi proses pemakaman, dan dapat 

dijerat sesuai dengan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP.  

 

Masyarakat yang melakukan penolakan jenazah akibat Covid-19 dan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang 

sedang menjalankan tugas yang sah, maka berdasarkan Pasal 212 dan 214 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku selain 

daripada hukuman menolak jenazahnya (Pasal 178 KUHP), ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat 

ditambahkan ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara. 

 

Bagi warga yang menolak pemakaman di wilayahnya dapat dijerat sanksi hukum. Aparat penegak hukum dapat langsung 

melakukan tindakan tanpa ada yang mengadukan terlebih dahulu. Pasal 178 KUHP itu merupakan delik biasa bukan delik 

aduan. Delik biasa artinya delik yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (keluarga jenazah 

Covid-19). Jadi tidak perlu ada aduan terlebih dahulu.  

 

Berbeda jika delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban 

tindak pidana. Merintangi, menghalang-halangi, menyusahkan, mengganggu proses pemakaman jenazah korban Covid-

19 atau mempersulit proses pemakaman dapat dipidana. Tidak boleh memiliki rasa khawatir berlebihan sebab jenazah 

korban Covid-19 yang telah dimakamkan tidak akan menularkan virus Covid-19 sehingga tidak terjadi lagi penolakan 

pemakaman jenazah korban Covid-19 di negara Indonesia. 

 

Sebagian masyarakat terutama masyarakat awam menganggap pemerintah telah mengkriminalisasi perbuatan penolakan 

pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19. Namun apabila dilihat definisi dari kriminalisasi, yaitu berasal dari kata 

criminal artinya jahat. Kriminalisasi membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat dan bisa dihukum 

pidana. Perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 tidak dikriminalisasi oleh pembuat undang-

undang, karena setiap unsur dari kegiatan pada kasus ini sebenarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang yang 

berbeda namun belum dilegislasikan secara spesifik dan komprehensif sebagai suatu delik yang memenuhi tindak pidana 

penolakan pemakaman jenazah dalam kasus konfirmasi Covid-19.  

 

Penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 berimplikasi tindak pidana yang diatur dalam lingkup KUHP 

terdapat 2 (dua) delik berbeda yaitu: 

 

 

 

Pasal 178 KUHP. 

Perbuatan perintangan masuknya mayat ke dalam kuburan”, diatur dalam Pasal 178 KUHP dengan bunyi pasal: Barang 

siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang 

 
13 Muhammad Rezky Rinaldy, Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Legalitas Volume 5 Nomor 2, Desember 2020, h.114. 
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diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 1.800,- 

(seribu delapan ratus ribu rupiah)”. Sanksi pidana Pasal 178 KUHP disesuaikan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 

sehingga penulisan frasanya menjadi “… diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana 

denda paling banyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)”. 

 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 

Penanganan dan pemulasaran jenazah Covid-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization (WHO), agar jenazah tersebut aman dan 

tidak menularkan virus Covid-19. Hingga saat ini pun tidak ada laporan dari negara manapun di seluruh dunia mengenai 

kasus penularan virus Covid-19 melalui jenazah. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak panik 

dan tidak melakukan aksi penolakan terhadap pemakaman jenazah penderita Covid-19, apalagi sampai membuat 

kerumunan orang di jalan. Kerumunan inilah yang justru berpotensi menjadi tempat penyebaran virus Covid-19. 

 

Pemakaman jenazah pasien Covid-19 telah memenuhi standar protokol  Kementrian Kesehatan RI dan WHO, sehingga 

pemakaman jenazah pasien Covid-19 tersebut bukanlah pemakaman tak berizin, walaupun jenazah bukan warga 

setempat. Sesuai dengan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas, jelas hukum di Indonesia mengatur mengenai 

penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Barang siapa yang menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19, sehingga 

merintangi dan/atau mempersulit proses pemakaman tersebut, dapat dipidana. 

 

Aturan tanpa penegakan hukum tidak akan bisa berjalan mewujudkan amanat dari isi aturan tersebut. Pejabat atau aparat 

hukum yang memiliki kewenangan dalam menindak para penolak jenazah harus berani mengambil langkah tegas kepada 

para penolak jenazah, karena jika tidak ada ketegasan sebagai upaya awal dari aparat hukum maka dapat berdampak pada 

meningkatnya para pelaku penolakan jenazah di tengah pandemi Covid-19. Ketika upaya hukum tersebut dilakukan 

dengan maksimal, maka akan mencegah terjadinya kembali penolakan jenazah Covid-19 di Indonesia. 

 

Penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjerat pelaku 

yang menolak jenazah. Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 

menyatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah penanganan jenazah akibat wabah. Jelas bahwa 

ketentuan penanganan tersebut diatur di dalam undang-undang. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut akan 

dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi: 

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-

tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) 

bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) adalah pelanggaran. 

 

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu sebagai berikut: 

1. Barang siapa dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum 

berupa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 

2. Dengan sengaja, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. 

Menurut D. Hazewinkel Suringa pada hakekatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pemikiran pelaku. 

Termasuk rencana bagaimana kehendak itu akan dilaksanakan, akibat-akibat yang mungkin akan timbul dan 

sebagainya.14 Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam suatu pasal, maka penuntut umum wajib 

membuktikan unsur kesengajaan tersebut yaitu dilihat dari niat jahat yang akan ditemukan saat penyidikan dan 

pembuktian dalam persidangan yang kemudian dinilai oleh majelis hakim. 

 
14 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, h.16. 
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3. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dalam klausa 

tersebut, penulis berfokus pada 1 (satu) kata dan 2 (dua) frasa yang terpisah namun menjadi satu-kesatuan karena 

merupakan kesatuan unsur dari suatu pasal. Kata pertama yaitu menghalangi, kemudian 2 (dua) frasa selanjutnya 

yaitu pelaksanaan penanggulangan wabah, dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 

Wabah Penyakit Menular. Kata ‘menghalangi’ yang dimaksud dari pasal ini menurut KBBI dipersamakan dengan 

kata merintangi atau menutupi.30 Kemudian apabila menurut Black’s Law Dictionary, menghalangi (obstruction) 

memiliki makna yaitu: 

a. Sesuatu yang menghambat atau memberi halangan seperti di jalan, sungai, atau maksud; 

b. Tindakan menghambat atau memberi halangan sesuatu seperti gangguan.15 

 

Membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu 

perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain unsur ini berlaku apabila negara sedang melakukan 

penanggulangan wabah. Kemudian klausa kedua yaitu pelaksanaan penanggulangan wabah, yaitu merujuk pada Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam hal pada kasus ini berfokus pada 

huruf e yaitu penanganan jenazah akibat wabah. Untuk membahas frasa selanjutnya tidak terlepas dari frasa pelaksanaan 

penanggulangan wabah, yang dimaksud pada frasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

Penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 berimpilkasi tindak pidana yang diatur dan diancam pidana 

pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: “setiap orang 

yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau 

menghalanghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah)”. 

 

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu: 

1. Unsur setiap orang dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi 

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 

2. Unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Unsur ini memuat 3 (tiga) perbuatan 

yang berdiri sendiri kemudian dirumuskan menjadi alternatif-kumulatif, yaitu: 

a. Melanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 

b. Menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat;  

c. Melanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan 

merintangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan 

masyarakat. 

 

Oleh karena pola penulisan ketiga perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut adalah alternatif-kumulatif, maka 

dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat saja melanggar salah satu perbuatan atau dimungkinkan juga keseluruhannya. 

Adapun ketentuan yang dirujuk oleh pasal terkait yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: 

1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 

2. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 

 

Meskipun Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak menyebutkan adanya 

unsur “kesengajaan” dalam bunyi pasalnya, namun menurut interpretasi apabila dihubungkan pada unsur objektif 

selanjutnya yaitu “sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Frasa pasal tersebut yaitu menunjukkan 

adanya hubungan kausalitas dari perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan. 

 

 
15 Ibid, h.17. 
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Akibat yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Makna dari kedaruratan 

kesehatan masyarakat yaitu tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan yang pada intinya dalam konteks penelitian ini menyatakan bahwa peristiwa kesehatan masyarakat ditandai 

dengan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan risiko bahaya kesehatan dan memiliki potensi untuk menyebar 

antar negara. Sehingga dapat dikatakab bahwa perbuatan menghalang-halangi hingga menyebabkan suatu akibat dalam 

konteks ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan bentuk suatu kesengajaan.  

 

Bentuk kesengajaan yang mungkin terjadi dalam perbuatan ini yaitu kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis. 

Kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis yaitu pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak 

menghendaki akibatnya.16 Selain kesengajaan bersyarat, dolus eventualis diartikan sebagai teori apa boleh buat (billigend 

in kauf nehmen) yang mana menurut Mezger yaitu seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki 

adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Meskipun apabila akibat yang tak dikehendaki tersebut timbul, maka 

pelaku wajib memikul risikonya.17 Akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku dalam 

konteks pembahasan ini yaitu timbulnya kondisi kedaruratan kesehatan yang dapat merugikan masyarakat luas bahkan 

negara. 

 

Pertanggungjawaban Pidana Menghalangi Penanganan Jenazah Akibat Wabah Penyakit Covid-19 

 

Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek 

penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau  substansi atau masalah pokok penegakan 

hukum terletak pada: 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegak hokum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun menerapkan hokum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup.18 

 

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas 

sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan 

hukum.19 

 

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin 

seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.20Dapat dipidananya si pelaku, 

disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-

undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-

tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 

seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika 

tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang 

yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan 

perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat 

yaitu: 

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. 

2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. 

 
16 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, h.175 
17 Ibid, h.176. 
18 Ibid., h,5. 
19  Andi Hamzah, Op.Cit, h.82 
20  Sudarto, Op.Cit, h. 56 
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3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan 

kesalahan.21 

 

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan 

secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana 

adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan 

pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. 

 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang 

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana 

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan 

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu 

perbuatan tertentu. 

 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut 

dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap 

seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukanya suatu tindak pidana, tetapi juga 

harus ada unsur kesalahan di dalamnya. Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari 

perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal 

pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Dasar dari 

perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1)) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), isi Pasal tersebut 

menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah 

ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf 

zonder shculd).  

 

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus 

dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil 

baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, 

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah: 

1. Melakukan perbuatan pidana; 

2. Mampu bertanggung jawab; 

3. Dengan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). 

4. Tidak danya alasan pemaaf.22 

 

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa 

mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan 

beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak 

pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:23 

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang 

melawan hukum;  

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. 

 

Faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor 

perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang 

diperbolehkan dan mana yang tidak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP), yaitu: 

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat 

dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya 

yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke 

rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 

 
21 Ibid, h. 59. 
22  Moeljatno, Op.Cit,  h. 71 
23 Ibid, h. 73 
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Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawabsebagai hal yang dapat menghapuskan pidana dapat ditempuh melalui tiga 

cara, yaitu: 

1. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan. 

Menurut sistem ini, jika tabib (psychiater) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (insane) atau tak sehat 

pikirannya (unsound mind), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini 

dinamakan dengan sistem deskriptif (menyatakan).  

2. Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan. 

Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia 

melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin 

ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Di sini hakimlah yang menentukan. 

3. Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menentukan sebab-sebab penyakit, dan jika penyakit itu harus sedemikian rupa 

akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya (deskriptif normatif).24 

 

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya 

kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam 

menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah 

karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak. 

 

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya 

pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan 

bertanggungjawab, alasan penghapus pidana. 

1. Kesalahan. 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-

undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pemidanaan 

masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. 

Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (geen sraf zonder schuld). Peran unsur kesalahan sebagai syarat 

untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas mens rea yaitu subjektif guilt yang melekat pada si pembuat, 

subjektif guilt ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.25 

 

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila 

telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, 

meliputi:26 

a. Kesengajaan. 

Defenisi sengaja berdasarkan memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang 

disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata opzettelijk (dengan sengaja) yang tersebar 

di dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan willens en wetens, yaitu menghendaki dan mengetahui.27 

Menurut Crimineel Wetboek Nederland Tahun 1809 (Pasal 11) opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk 

membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan 

sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, 

kesengajaan dengan sadar kemungkinan,28 dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami 

bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya. 

b. Kelalaian (Culva). 

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni: 

1) Culva Lata adalah kelalaian yang berat.  

 
24  Sudarto, Op.Cit, h. 71 
25 Ibid, h. 37 
26  Andi Hamzah, Op.Cit, h.103.   
27  Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 273.   
28  Sudarto, Op. Cit., h, 103   
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2) Culva Levissima adalah kelalaian yang ringan jadi culva ini belum cukup untuk menghukum seseorang 

karena melakukan suatu kejahatan karena culva.29 

c. Dapat dipertanggungjawabkan. 

Pompe mengatakan bahwa: 

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal 

dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu 

untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu 

kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggunjawabkan perbuatan 

pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.30 

 

Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang 

yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan 

berdasarkan hukum yang berlaku. 

 

2. Kemampuan bertanggungjawab. 

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah 

mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan 

bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu 

upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika 

jiwanya sehat, yakni apabila:31 

a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. 

b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. 

c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. 

 

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya/syarat-syarat 

kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni: 

a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal 

atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki 

keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.  

b. Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat 

menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.32 

 

3. Alasan penghapus pidana 

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. 

Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat 

dilakukan melalui metode berikut, yakni: 

a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh 

seorang psikiater.  

b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, 

yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan 

tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.  

c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa 

itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.33 

 

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur 

tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, 

maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang 

normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa 

 
29 Ibid. 
30 Martiman Prodjohamidjodjo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, 

h.32 
31  Moeljatno,Op.Cit, h. 65.   
32  Sudarto, Op. Cit., h. 95   
33  Martiman Prodjohamidjodjo, Op. Cit, h.36   
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terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap 

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu 

berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat 

dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 

 

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan 

perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu 

karena cacat, tidak dipidana.”Tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal 

dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, 

maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:  

1. Syarat psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan 

kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus 

menerus.  

2. Syarat psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab 

itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab 

terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.34 

 

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat 

melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan 

hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat 

berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur 

kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. 

 

Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban 

atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai 

berikut: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau kurangan paling lama satu tahun. 

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:  

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum  

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.35 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-

duga menurut semestinya. Kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya 

kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak 

mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan 

yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua 

kemungkinan yaitu:  

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.  

2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.36 

 

Syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 

pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar 

pembenar” (permisibilry) dan “dasar pemaaf” (ilegal execuse).37Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana 

berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, 

pembuatanya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa 

dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. 

 

 

Sanksi Pidana dan Denda Menghalangi Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19 

 
34  Moeljatno, Op.Cit, h.88 
35  Andi Hamzah, Op.Cit, h.47 
36 Ibid,  h.48 
37 Ibid,  h.51 
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Hukum berkaitan dengan sanksi dan hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan 

memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan.Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, 

maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi 

terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran 

tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang 

bersangkutan tidak menghendakinya.38 

 

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan 

masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang 

dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah 

tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus 

dilihat dari rumusan undang-undang.39 

Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu : 

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas:  

a. Pidana Mati;  

b. Pidana Penjara;  

c. Pidana Kurungan;  

d. Pidana denda;  

e. Pidana Tutupan.  

 

2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas:  

a. Pencabutan hak-hak tertentu  

b. Perampasan barang-barang tertentu  

c. Pengumuman putusan hakim.  

 

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu 

penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas 

dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat 

Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya 

melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan 

pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus 

dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.40 

 

Pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm von Feuerbach dalam teori relatif adalah sanksi pidana 

bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga 

teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan 

dan memperbaiki pribadi pelaku.41 

 

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah  hukuman sebagai 

salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang 

ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. 

 

Pelaku tindak pidana harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

 

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu 

sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam 

 
38 Soerjono Soekanto, Teori Yang Murni Tentang Hukum, Alumni, Bandung,  2015, h. 40. 
39 Ibid, h.141. 
40 Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.119. 
41 Ibid, h.120. 
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menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan 

sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-

undang42 

 

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati 

ketentuan undang-undang.43Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang 

yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang 

tidak akan melakukan tindak pidana.44 

 

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu 

nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.68 Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pidana adalah 

reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuktinya perbuatan 

pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.69 

 

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang 

harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur 

kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk 

dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam 

selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-

tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. 

Menurut Andi Hamzah bahwa tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa 

damai dalam masyarakat;  

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.45 

 

Ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis 

bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan 

dengan cara memberikan ancaman-ancaman sanksi pidana bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan 

dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya. 

 

Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk 

melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan 

dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai 

melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.46 

 

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana 

yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-

undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman 

pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.47 

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut von Feurbach ada tiga hal yang penting dikaitkan dengan pemidanaan: 

1. Nulla poena sine lege (setiap penjatuhan pidana haruslah didasarkan undang-undang); 

 
42  Mahrus Ali,  Op.Cit, h.193   
43 Ibid, h.194. 
44  Andi Hamzah, Op.Cit, h.82.   
68 Ibid. H.12 
69  Bambang Waluyo.Op.Cit, h. 9.  
45 Andi Hamzah, Sistem  Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.66. 
46 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, h.127. 
47 Ibid, h.128. 
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2. Nulla poena sine crimine (suatu penjatuhan pidana hanyalah dapat dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan 

telah diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang); 

3. Nullum crimen sine poena legali (perbuatan yang telah diancam dengan pidana oleh undang-undang dan jika 

dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap 

pelanggarnya).48 

 

Berdasarkan tiga hal tersebut, von Feuerbach mengharapkan bahwa orang akan menahan diri untuk melakukan 

pelanggaran hukum atau dengan kata lain ketentuan di atas dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat mencegah secara 

umum (generale preventie). Dari teori di atas, beberapa pandangan para ahli mengenai pemidanaan dapat dijadikan bahan 

untuk memperbandingkan pendapat mengapa pemidanaan masih diperlukan.  

 

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan 

(purposive system atau teleological system) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka RUU 

KUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan 

masyarakat (general prevention) dan perlindungan/ pembinaan individu (special prevention).49 

 

Berdasarkan sanksi yang diatur dalam Pasal 13A angka 3 bahwa bagi yang menolak vaksinasi corona dikenakan sanksi 

denda. Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang 

adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif.  Menurut Teguh Prasetyo bahwa pidana denda adalah hukuman berupa 

kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah 

uang tertentu.50 

 

Selain sanksi pidana terhadap orang yang menghalangi penanganan jenazah, maka dapat juga diberikan sanksi pidana 

denda sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular: 

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-

tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau 

denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) adalah pelanggaran. 

 

Sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau 

kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara 

membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut. 

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan, bukan merupakan 

hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Pidana yang 

dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalaninya walaupun demikian sanksi 

pidana denda bukanlah semata-mata bertujuan uantuk memberikan rasa derita saja namun untuk mentaati suatu aturan 

yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum dan tujuan pemidanaan pidana denda. 

 

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai: 

1. Sistem penempatan jumlah atau besarnya pidana denda; 

2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda; 

3. Tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak 

dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan; 

4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya, terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum 

bekerja dan masih tanggungan orang tua);  

5. Pedoman untuk menjatuhkan pidana denda.51 

 
48 Zainal Abidin Farid, Op.Cit, h 134. 
49 Ibid, h.54. 
50 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Op.Cit, h. 122. 
51 Barda Nawawi Arief, Op.Cit,  h. 79. 
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Berdasarkan keterangan tersebut maka pidana denda objeknya adalah harta benda yang berbentuk uang. Hal ini dapat kita 

lihat juga dalam ketentuan KUHP yang mengaturnya. Dengan demikian mempunyai nilai ekonomis, kosekuensinya, 

perkembangan ekonomi dan lalu lintas uang akan sangat berpengaruh pada efektifitas pidana denda. Oleh karena itu perlu 

suatu perumusan yang tidak kaku dalam undang-undang walaupun tentu saja tetap harus ada batasannya. 

Niniek Suparni memberikan banyak segi keadilan tentang penghukuman denda diantaranya: 

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, sebanding dengan jenis hukuman 

lainnya, seperti penjara yang sukar dimanfaatkan; 

2. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila 

tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar; 

3. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggaran dan keadaan lainnya dengan lebih 

mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya; 

4. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum 

penjara; 

5. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya; 

6. Pidana denda akan menjadi penghasilan negara daerah dan kota.52 

 

Kelemahan-kelemahan yang terkandung pada pidana denda, yakni sebagai berikut: 

1. Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan 

baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal 

mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana 

agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya; 

2. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut 

merasakan pidana tersebut. 

3. Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka 

berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk 

menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan; 

4. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang 

tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.53 

 

Dari beberapa kelemahan pidana denda yang paling banyak disorot, yaitu apabila ditinjau dari segi keadilan secara umum 

ada suatu anggapan bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, sementara dari segi tujuan 

pemidanaan penjatuhan pidana denda untuk orang yang mampu (kaya) dianggap tidak memiliki daya prevensi khusus. 

 

Barda Nawawi Arief lebih condong melihat meningkatnya penggunaan pidana denda sebagai bagian dari strategi 

kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap perkembangan kriminalitas. Hal tersebut dapat dicermati dari pendapat 

beliau yang mengatakan, bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus 

memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang 

hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan tata tertib dan/atau denda.54 

Dari apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas, nampaknya ingin menegaskan bahwa kebijakan operasional 

pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan/ atau 

kebebasan hakim dalam mengoperasionalkan pidana denda secara konkrit. 

 

Berdasarkan hal di atas, maka eksistensi pidana denda terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 merupakan sarana 

pemidanaan sudah tidak diragukan lagi. Perkembangannya dapat dilihat dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana 

denda dalam perundang-undangan pidana khusus dan pandangan positip para ahli mengenai penggunanaan pidana denda 

pun menyiratkan harapan yang cerah terhadap prospek sanksi pidana denda. 

 

Pelaku menghalangi penanganan jenazah akibat wabah  penyakit covid-19 harus mempertangungjawabkan sebagaimana 

dalam Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms dengan terdakwa Khudlori Alias Dori Bin Mulyadi 

 
52  Niniek Suparni, Op.Cit,  h.78. 
53 Ibid, h.67. 
54  Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h.145. 
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yang dipidana dengan pidana penjara  selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 

(satu) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghalangi 

pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah penyakit secara bersama-

sama. 

 

KESIMPULAN 

Pengaturan tindak pidana menghalangi penanganan jenazah akibat wabah penyakit Covid-19 diatur dalam Pasal 178 dan 

Pasal 212 KUHP dan Pasal 214 KUHP sedangkan ketentuan di luar KUHP yaitu  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 

Tentang Wabah Penyakit Menular perbuatan terdakwa dapat dijerat Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan perbuatan terdakwa dalam menolak pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 

dapat dikenakan dengan Pasal 93 Juncto Pasal 9 ayat (1). Pertanggungjawaban pidana menghalangi penanganan jenazah 

akibat wabah penyakit Covid-19 dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, para 

pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat 

dimintai pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sehingga terdakwa dipidana penjara selama 

3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 
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